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17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran

2015;
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2014
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran

2015.
MEMUTUSKAN
Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2015, dengan nama-nama dan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan —‘
dari Keputusan Bupati ini.
Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud
tugas-tugas sebagai
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1. Menyusun dan merumuskan rancangan Peraturan Daerah
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